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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH {BOSDA])
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Penyelenggaraan
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD dan
SMP Negeri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada
SD dan SMP Negeri di Kabupaten Wonogiri.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Wonogiri tentang Petunjuk
Teknis = Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor
102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wonogiri nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;

2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Nomor 41 Tahun 2021
tentang Dana Program Pengelolaan Pendidikan

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2022
sebagaimana tercantum di dalam lampiran Keputusan ini;



Kedua

Ketiga

Petunjuk Teknis ini sebagai dasar satuan Pendidikan untuk
merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan
dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran
2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 11 April 2021

TR
XCA INNAS PENDIDIKAN DAN
DAYAAN KABUPATEN WONOGIRI




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN
NOMOR - 422.7/ 2081
TANGGAL : 11 April 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
TAHUN ANGGARAN 2022

PERENCANAAN

1.

2.

Perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan BOSDA dilakukan oleh Tim Pengelola BOSDA
sesuai kewenangannya.

Satuan Pendidikan wajib menyusun RKAS yang memuat seluruh rencana kegiatan dan
anggaran dari seluruh sumber dana Satuan Pendidikan, Sedangkan rincian RKAS memuat
rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber dari dana BOSDA.

Format RKAS BOSDA sebagaimana tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Petunjuk Teknis ini.

RKAS harus ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah, divalidasi
oleh Pengawas Daerah Binaan dan dikirim ke Bidang Pendidikan Dasar untuk disahkan oleh
Kepala Dinas untuk jenjang SMP dan kepala Bidang Pendidikan dasar untuk jenjang SD.

PENYALURAN DANA BOSDA

1.

Satuan pendidikan penerima dana BOSDA adalah Satuan pendidikan menyampaikan
permohonan penerima BOSDA kepada Bupati Wonogiri melalui Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dengan dilampiri :

a. Fotocopy RKAS Tahun Anggaran 2022 yang telah divalidasi Pengawas Binaan

b. Printout perencaan melalui aplikasi platform BOSDA Wonogiri

c. SK kepala sekolah tentang Penetapan TIM BOSDA satuan pendidikan

d. Surat pernyataan jumlah siswa bermaterai Rp.10000

Dana BOSDA disalurkan ke Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima
BOSDA.

TATA CARA PENCAIRAN DANA BOSDA

1.
2.

Pencairan dana BOSDA dilakukan mengacu pada RKAS yang telah disusun sekolah
Pengajuan pencairan dana BOSDA ke bendahara pengeluaran Pembantu setefah RIKAS
diterima dan telah diverifikasi oleh Pengawas Daerah Binaan dengan mengajukan Nota
Pencairan Dana (NPD) melalui platform BOSDA Wonogiri.

Untuk kelancaran pengelolaan dana BOSDA, Bendahara Pengeluaran mendistribusikan
Uang Persediaan yang dikelolanya kepada bendahara BOSDA di satuan Pendidikan
berdasarkan usul PPTK.

Pelimpahan uang Persediaan kepada bendahara satuan pendidikan mempertimbangkan
anggaran kas dan ketersediaan dana.

Penyaluran BOSDA kepada satuan Pendidikan menggunakan rekening pendamping BOSDA
yang telah di-SK-kan oleh Bupati Wonogiri.

Untuk kasus atau keadaan khusus dimana Kepala Sekolah selaku penanggung jawab pada
satuan pendidikan yang penerima BOSDA berhalangan, maka pengambilan dana dapat
dilakukan Bendahara sekolah/Guru yang diberi mandat secara langsung sesuai dengan
peraturan Bank yang berlaku.

Pergantian kepala sekolah dan/atau bendahara dilarang membuka rekening baru. Pembukaan
rekening baru dapat dilakukan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
mengajukan surat kepada Bupati Wonogiri c.q. Kepala BPKD selaku BUD Kabupaten
Wonogiri.



PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA

Pertanggungjawaban dana BOSDA mengacu pada Peraturan Bupati nomor 101 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri,
sebagai berikut :

1. Belanja Barang

a. Pembayaran Barang <Rp. 5.000.000,00 dengan lampiran :

1) Kuitansi yang distempel dan ditandatangani penyedia, bendahara dan kepala sekolah.
Apabila belanja barang dan jasa di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menggunakan
materai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);

2) Nomor dan tanggal pencatatan di buku persediaan harus diisi dan ditandatngani oleh
petugas asset;

3) Nota atau bukti pembelian distempel dan ditandatangani penyedia;

4) e billing setoran pajak PPN dan PPh Pasal 22 untuk belanja di atas Rp. 2.000.000 (dua
juta rupiah), bila belanja di bawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak dikenakan
pajak.

b. Pembayaran Makan dan Minum Rapat, dengan lampiran

1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;

2) Nota atau tanda bukti pembelian yang sah;

3} Undangan rapat;

4} Daftar hadir rapat;

5} Notulen rapat;

0) e billing setoran PPh 23 (catering berapa pun jumlahnya) atau 22 (rumah makan di
atas Rp. 2.000.000)

¢. Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan/Pelatihan, dengan lampiran :
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Nota atau tanda bukti pembelian yang sah;
3) Daftar hadir peserta;
4) Jadwal pelaksanaan;
5) Undangan/surat perintah;
6) e billing setoran PPh Pasal 23

d. Pembayaran Makan dan Minum Harian untuk pelayanan Pendidikan (hanya minuman tidak
diperkenankan untuk makanan), dengan lampiran : '
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Nota atau tanda bukti pembelian yang sah;
3) Daftar hadir pendidik dan tenaga kependidikan;
4) e billing setoran PPh Pasal 22 diatas Rp, 2.000.000.

e. Pembayaran Makan dan Minum Tamu, dengan lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Nota atau tanda bukti pembayaran lain yang sah;
3) Bukti hadir/Surat Tugas.

2. Belanja Jasa

a. Honorarium GTT dan PTT, dengan lampiran ;
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan GTT dan PTT
3) SK pembagian tugas/jam mengajar
4) Daftar hadir;

£\ Taftar nanarimaan hAanar




b. Honorarium Instruktur/ Narasumber/Penceramah, Pengajar, Penyuluh, Penguji, dan

Pengawas, dengan lampiran :

1) Kuitanst atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara dan
kepala sekolah;

2) Surat permohonan atau surat keputusan penunjukan instruktur atau narasumber oleh
kepala sekolah

3) Surat konfirmasi kesanggupan atau surat tugas atau bukti lainnya kesanggupan
instruktur/narasumber (bagi narasumber/instruktur eksternal);

4) Jadwal pelaksanaan kegiatan;

5) Daftar hadir;

6) e billing setoran PPh Pasal 21;

7) Daftar penerimaan honor.

¢ Honorarium pengelolaa aset, bendahara BOS/BOSDA, dengan lampiran:

1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;

2) SK pengangkatan /surat perjanjian yang ditandatangani kepala sekolah dengan
melampirkan uraian tugas;

3) Daftar hadir;

4) Daftar penerimaan honor;

5) e billing setoran PPh Pasal 21.

d Pembayaran belanja jasa penulisan ijazah, dengan lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) SK penetapan Tim Penulis Ijazah;
3) e billing setoran PPh Pasal 21 bagi ASN.

e. Pembayaran belanja jasa Aplikasi Sistem Informasi PPDB Online, dengan lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Bukti tagihan/kwitansi pembayaran.

f. Pembayaran belanja langganan jasa (listrik/telepon/air, internet dan sejenisnya), dengan
lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Tagihan atau billing pembayaran.

g. Pembayaran Belanja Akomodasi dan transportasi, dengan lampiran
1) Kuitanst atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Daftar rincian penerimaan;
3) Undangan atau Surat Perintah Tugas.

h. Pembayaran belanja sewa Peralatan/Gedung/mobilisasi darat, dengan lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara
dan kepala sekolah;
2) Surat permohonan (untuk sewa Peralatan/gedung/mobilisasi darat);
3) Bukti pembayaran yang sah;
4) e billing setoran PPh Pasal 23 berapapun nilainya.

3. Belanja Pemeliharaan

Pembayaran belanja pemeliharaan, dengan lampiran :

1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara dan
kepala sekolah;

2) Nota atau tanda bukti pembelian/pemeliharaan yang sah;

3) e billing PPh Pasal 23 berapapun jumlahnya.



Belanja Perjalanan Dinas

a. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah, dengan lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara dan
kepala sekolah;
2) Undangan atau Surat Perintah Tugas;
3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
4) Print out bukti pembelian BBM dari SPBU atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah,
(sesuai indeks bahan bakar bensin/solar 1 liter = 7 KM).

b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah, dengan lampiran
1) Kuitansi atau tanda bukti pengeluaran lain yang sah yang ditandatangani Bendahara dan
kepala sekolah;
2) Daftar rincian penerimaan,
3) Undangan atau Surat Perintah Tugas;
4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
5) Bukti pembayaran BBM (bila menganggarkan di SIPD);
6) Bukti pembayaran jalan TOL dan parkir (bila menganggarkan di SIPD).

Belanja Modal

a. Belanja modal <Rp. 5.000.000,00 (lima juta) dengan lampiran :

1) Bukti pembelian/pembayaran;

2) Kuitansi yang distempel dan ditandatangani penyedia, bendahara dan kepala sekolah.
Apabila belanja barang dan jasa di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) menggunakan
materai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);

3) Nomor dan tanggal pencatatan di buku persediaan harus diisi dan ditandatngani oleh
petugas asset; '

4) Nota distempel dan ditandatangani penyedia;

5) Berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari pejabat pengadaan kepada kepala sekolah;

6) e billing setoran pajak PPN dan PPh Pasal 22 untuk belanja di atas Rp. 2.000.000 (dua
juta rupiah), bila belanja di bawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak dikenakan
pajak.

b. Belanja modal > Rp. 5.000.000,00 (lima juta) sampai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)

dengan lampiran :

1) Nota distempel dan ditandatangani penyedia;

2) SSP atau E billing setoran PPN dan PPh pasal 22,

3) Surat Angkutan atau konosemen apabila Pengadaan Barang dilaksanakan diluar wilayah
daerah;

4) Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Penyedia, Bendahara dan PPTK serta disetujui
oleh PA/KPA bermaterai Rp. 10.000,0

5) Copy nomor rekening bank penyedia;

6) Copy NPWP pihak penyedia;

7) Berita acara pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barangf/jasa yang
ditandatangani oleh Penyedia dan pejabat pengadaan.

8) Berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari pejabat pengadaan kepada kepala sekolah;

9) Tagihan dari Penyedia Barang/Jasa;

10) Surat pemberitahuan denda keterlambatan pekerjaan dari PPKom apabila pekerjaan
mengalami keterlambatan;

11)Bukti setor denda ke Rekening Kas Umum Daerah.

E. PELAPORAN

1.

Satuan Pendidikan harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan
dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh Sekolah sebagai berikut:

a. RKAS; 7

b. buku kas umum; -~

c. buku pembantu kas;

d. buku pembantu bank; * ;



Satuan Pendidikan harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOSDA yaitu rekapitulasi penggunaan
dana berdasarkan RKAS. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh
penggunaan dana yang diterima pada tahun berkenaan.

b. Laporan Lengkap harus dilampiri dokumen bukti pengeluaran penggunaan dana BOSDA
menurut Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan pada huruf D

Laporan Lengkap dibuat setiap pencairan dan ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Bendahara

BOSDA untuk selanjutnya dikirim ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan memeriksa dan

mengecek kesesuaian pengajuan dan bukti dukung, apabila hasil pemeriksaan masih salah

maka satuan pendidikan melakukan revisi dan dikirim kembali ke Dinas pendidikan, setelah

semua laporan diteliti dan benar maka laporan disimpan di satuan pendidikan yang asli dan

fotocopy dikumpulkan di dinas pendidikan.




